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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi
informasi yang handal di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan
teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu disusun pedoman umum penyelenggaraan sistem
elektronik yang akan digunakan di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang  Penyelenggaraan  Sistem = Elektronik  di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
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Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 4843);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1752);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat yang

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.

Komite Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut
Komite TI adalah sebuah komite yang bertugas memberi
nasihat di bidang teknologi informasi dan komunikasi
untuk menjalankan tugasnya dalam mengambil
keputusan program yang dijalankan dan permasalahan
yang dihadapi.

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah kebijakan atau
kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan
kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan
dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi,
dengan cara mengoptimalkan secara efektif dan efisien.
Grand Design Teknologi Informasi adalah sebuah
dokumen yang berisi panduan mengenai prinsip dasar,
arsitektur, standar dan kebijakan yang mengatur tentang
tahapan pengembangan dan penerapan teknologi
informasi, serta organisasi pendukung selama periode
tertentu.

Chief Information Officer yang selanjutnya disingkat CIO
adalah Pimpinan Tertinggi Pengelola Teknologi Informasi
di sebuah instansi yang bertugas mengoordinasikan

perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

internal, bekerja sama dengan satuan kerja pengguna
lainnya.

Infrastruktur Teknologi Informasi adalah perangkat
keras, perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat
data, serta fasilitas pendukung lainnya untuk
mendukung penyelenggaraan sistem elektronik.

Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
menempatkan  sistem komputer dan komponen
terkaitnya, untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
pengolahan, dan pengamanan data.

Pusat Pemulihan Bencana adalah merupakan fasilitas
yang digunakan untuk menangani keadaan kahar.
Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang
digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan
mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan sistem
elektronik.

Siklus Pengembangan Sistem adalah siklus untuk
membangun sistem melalui tahapan perencanaan,
analisa perancangan dan implementasi.

Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf,
gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau
ciri suatu objek.

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau
kumpulan pesan yang terdiri dari rangkaian simbol, atau
makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan
pesan.

Sumber Daya Manusia adalah individu produktif
yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, yang
harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuannya.
Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat
digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
Subdomain adalah bagian dari domain yang digunakan

sebagai pembagian area dari situs web.


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol

16.

17.

18.

19.

20.
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Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan yang
terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang
berkaitan dengan ancaman, serta berusaha
meminimalisir atau menghilangkan ancaman tersebut.
Keamanan Informasi adalah perlindungan aset informasi
dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan
kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan,
keutuhan, dan ketersediaan aset informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan
tugas pokok kementerian di bidang data dan teknologi
informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar dalam

pelaksanaan pengelolaan serta pemanfaatan sistem dan

teknologi informasi di lingkungan Kementerian.

(1)

(2)

(3)

BAB II
KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3
Komite TI berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
Susunan keanggotaan Komite TI terdiri atas:
a. Menteri selaku Pengarah;
b. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
c. Kepala Pusdatin selaku Sekretaris; dan
d. Pimpinan setiap unit Eselon I selaku Anggota.
Komite TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



